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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah karena menghambat iklim investasi di Daerah sehingga
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

ol




Menetapkan

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCARUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Mencabut dan mencatakan tidak berlaku atas :

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor
10); dan

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2017
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Gangguan (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor
50).




Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

/
S OIDA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 38,05/2018




1I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

UMUM

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, karena izin
gangguan dianggap menghambat investasi di daerah.

Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun
2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Gangguan yang masih
melakukan pungutan terhadap jenis-jenis usaha yang melakukan kegiatan
usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau
ganggunan serta kelestarian lingkungan hidup dianggap telah bertentangan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pencabutan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga kedua
peraturan tersebut harus dicabut dari peredarannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas




